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inga akan merupakan salah satu kegiatan uty,

pPQr iy ) . .

cansan analisis kebjyakan. Analisis kebijakan merupakan proses sintesa hasil e,

calan pemerintah sehingga merupakan salah satu simpul esensial pada g,
Sddd

van dan rekomendast kebyakan pertaman kepada pemerintah (p“:_"’
I ntuk itu analisis kebi: fan 53 . .
PSE dan BPTP. Dalam makalah mi diuraikan prinsip dasar dan panduan pg, |
LanNsan daii . - " b i dan rekomend ‘ |
Jan ilmu pengetahuan menjadi bahan pertimbang: asi ks,
Jenckap keciatan penelitian-pengkajian. Analisis kebijjakan termasuk kegia,
Jiseminasi hasil penelitian.

Wata Funci - Analisis kebijakan, prisip dasar, prosedur pelaksanaan rekomendas;

ABSTRACT

One primary mission of the Center for Agro Sosico Economic Research a
evelopment (CASERD) and the Assessment Institute of Agricultural Technol:
(AIAT) 1s to provide policy assessments and recommendations to the governmen:.
This paper discuss basic principles and procedural outlines of policy analysis. Pol;
analysis 1s a process of synthesizing research outputs and related knowledge:
produce a policy assessment or recommendation for the government, and hence 1t
an essential stage in a full cycle of research and development activities. Pels
analysis a research dissemination activity.

Key word  Policy analisis, basic principle, procedural outlines, rekomendation

PENDAHULUAN

_ Hampir semua negara memiliki departemen pertanian yang berarti mem®
l;elf;{uakjl’n pertaman. Oleh karena tidak mengherankan secorang ekonom pertai”
191"8:;‘;13;1 alz ) H}Z:jlﬁdtﬁiu:n agricultural policy .is ubiquitous and contentious (szdlf“f'
perikanary) Szang 2;;;11; “’.i'ri:t‘l’:flé‘:f’lgk‘ﬂlikﬂr.l sifat umum kebijakan pertanian (tc!'{““":
satu sisi, kehijakan p(.,.[t)‘.;n;‘m) ‘fd :"ddzl‘dunzum'numa namun selalu kontrnverslli_l-’b‘:
elaly dapat dijusuﬁk‘a - d(‘.n “.s.m';,ilt dibutuhkan, namun di sisi lain setiap kebu:f 1;1]
bersifat dilemati, (Timr.ncr : “::i:;?,,;lff:u]”;fn yang saling bertentangan dan damp? 1]1'»’
tergolong kebijakan redist’rxhuuf’ -;t'l( /t'“."’f),',l’ lf)'&}), Kebijakan pertanian umu:u'a':l'
sehingga merupakan issy ekonmn'- d]l‘l Lolitical Leonomie Secking Transfers ( o
Hallam, 1986). Sifat yans pam:l Uplf:slulllkjlt(::;1l|'uver.~;ia:l (Rausser, 1982; 1992, POPeﬂﬂF.i

iiak: - ah yvang meniad; - ke
kebijakan pertanian harus dirancang dengan se) k tw““dl a'llasan pokok_ o
komprehensif, Selisama melalui suatu analisis /™
|
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Oleh karena merupakan masalah yang komplek: : :
panyak dan dapat berdampak .bos:u* terhndrﬁ: lceu[u;L;Z'lln:;?:::-:g]]:;:;]:'U"d hull(“p N
makro serta pemerataan kesejahteraan rakyat maka kchijukm') pcrtg:i .Dcu]! laklah
dirancang dengan seksama melalui suatu analisis yang cermat oleh s;unl1 m’nl" m?dﬂkhh
Geperti yang dikatakan Gardner (1987, hal.349): ".....policy-making s'ucl)u o _Fhusus.
must be undertaken by specialists within the guven;menf' Di. SCbHS_ug,mcultum,
departemen pertanian memiliki biro atau seksi khusus ynn[;l; bertu ,’?Sumn ]n]eg;lm,
analisis kebijakan. Dalam kondisi kevakuman institusional, tidak ada biE;:o ] lm s yaing
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan analisis kebija.]mn mnl.m lan :]::';U%Y;mg
Pertanian untuk mfen.g.em_banglmn kapasitas (Tim?) Analisis i{ebijai(an ‘t:ex:m'mL?k adl:
BPTP. merupakan inisiatif yang sangat tepat. Berikut ini diuraikan ko'nsepsi‘teoritis
analisis kebijakan yang mungkin berguna sebagai pengantar bagi peminat profesi

analisis kebijakan.
KLARIFIKASI BEBERAPA KONSEP DASAR

Kebijakan Publik dan Kebijakan Privat

Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat.
Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan
tah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau
dakan private (individu atau lembaga swasta). Kebijakan publik
kok. Pertama, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan
yang ditetapkan oleh pemerintah (Hogwood and Gunn,
1988). Kedua, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat
masyarakat luas (publik). Sebagai contoh, kebijakan harga BBM adalah kebijakan
publik karena dibuat oleh pemerintah bersifat memaksa dan dapat berpengaruh
terhadap kehidupan ekonomi penduduk, konsumen mauun pengusaha.

Kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau
lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain.
Misalnya, keputusan suatu perusahaan swasta untuk menetapkan harga jual
produk yang dihasilkannya merupakan contch kebijakan privat. Perusahaan swasta
adalah lembaga privat dan keputusannya tidak mengikat atau bersifat memaksa
bagi perusahaan lain atau masyarakat luas. Kebijakan privat hanya berlaku

internal, bagi lembaga atau individu itu saja.
Sebagai suatu profesi atau bidang ilmu, obyek liputan analisis kebijakan ialah
kebijakan publik. Kebijakan privat tidak termasuk dalam obyek liputan analisis
k liputan dari profesi

kebijakan. Kebijakan perusahaan, misalnya, merupakan obye n !
atau bidang ilmu menajemen perusahaan. Dengan demikian, analisis kebijakan

Pertanian berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian.

Analisis, Peneclitian dan Ilmu Kebijakan
atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk

n rekomendasi opsi desain kebijakan
1989). Kebijakan publik ialah keputusan
h terhadap atau mengarah tindakan

pemerin
mengatur tin
memiliki dua ciri po
atau berdasarkan prosedur

hasil-hAn':ihSiS lie.bi'jakan jalah proses ata

Publik?‘;'l penehtla_n, unpulc mcngbu:_s:lka

aBin 4 d1 liams, 1971; Weiner and Vining,

indivi indakan pemerintah yang berpengaru
widu d{llam kelompok masyarakat.

kebji ]Dal'l definisi di atas kiranya dapat
Jakan. Pertama, analisis kebijakan merupak:

lirumuskan karakteristik dasar analisis
in suatu proses atau kegiatan
47
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informasi vang berarti pemaduan berbagai mfnrml'lrﬁl,.t? l;“ﬂsuk hy
e ol ' an yi selaras. Hal ini berapt;

Smt?stf'l sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Hz erartj o),

penelitian, s ¢

..

8)
an ‘ an informasi secara sistematis dan peng,
analisis kebyakan inlah p}\lm“"‘“p‘iﬂ.‘:"llwllll?nIll)nnu:m demikian, analisig kehijz;tan
kesimpulan logis dari m"l“"'_“‘l““" mESSRE n
lxm-d;lsn_rk;u.\ M.‘.{il‘ ]]\“:1,:11111::::,:[m utama informasi yang menjadi b_ahan anali,

Kedus, T\ i‘-\-‘l:h'\*ll penelitian. Hal int berarti bahwa analisis kebija](,'
kebyakan ialah hasi ‘]‘. han lanjut hasil-hasil penclitian schingga siap diguna}.
merupakan proses pengolahan lanjut he ] ol blik. Oleh kar v
dalam pengambilan keputusan dan desain keb.ua an pu l'i-h - na jp,
anahsis kebpakan merupakan salah satu bentuk diseminasi h.aSl 1asil penelitian,

Retiga, output analisis kebyakan ialah rekomendasi opsi keputusan aty,

desain kebyjakan publik. Hal ini berarti bahwa output kebpakan adalah Mm
nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan ke}.)ut'l.lsan publy}
bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secary
relas, singkat, padat, lengkap dan seksama. .
‘ Keempat, klien analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijaks,
publik (pemerintah dan DPR) dan kelompok yang bekepentingan (J'J_J.terest groupy
atas kebijakan pemerintah tersebut. Klien pengguna analisis kebijakan bersify
spesifik. Hal ini berkaitan langsung dengan output analisis kebijakan yang berupg
nasehat tentang kebijakan publik. :

Kelima, analisis kebijakan berovientasi klien (cliems oriented). Hal in
merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat
keputusan siap-guna bagi klien spesifik. Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan
tak akan mungkin siap guna. Hal ini berarti analisis kebijakan haruslah didasarkan
pada "dari, oleh dan untuk klien". Analisis kebijakan hanya dilakukan apabila ada
permintaan atau “patut diduga" benar-benar dibutuhkan kliennya. Analisis
kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak kliennya (client's need push).

Dengan ciri-ciri di atas kiranya dapat terlihat bahwa analisis kebijakan (policy
analysis) berbeda dengan penelitian kebijakan (policy research). Per-bedaan utama
terletak pada obyek tujuan, klien, metode, penyajian dan Jadwal waktu (Tabel 1).
Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan ini terutama terletak pada klien
klien analisis kebijakan adalah pengambil keputusan spesifik perorangan dan
organisasi (specific client oriented), sedangkan klien penelitian
bersifat spesifik, yaitu semua pihak yang berkepentingan b
muan, maupun masyarakat umum. Hal inj terjadi ka
dilakukan berdasarkan prosedur penelitian ilmiah
untuk dievaluasi kebenarannya, direplikasi d
dengan itu, analisis kebijakan hanya diperuntuk)
demikian dapatlah dikatakan bahwa an
penelitian ilmiah, namun haruslah dil

aik pengambil keputusan,
rena penelitian kebijakan
yaitu harus terbuka bagi umun
an digunakan hasilnya. Berbeda
can bagi klien spesifik-nya. Dengan
alisis kebijakan tidak termasuk katagor
akukan secara ilmiak dalam artian harus
sistematis, logis dan menggunakan teori ilmiah Maupun hasil-hasil penelitia?
ilmiah. Hasil penelitian kebijakan merupakan salah satu sumber utama informas
untuk pelaksanaan analisis kebjjakan. Oleh karena itw, analisis kebijakan pad?
dasarnya merupakan salah satu - wahana  disseminasi hasil-hasil penelitia®
termasuk hasil penelitian kebi jakan.

Dengan menggunakan dikotomj Laswell (1970), pe
tasi pada pengetahuan mengenai perumusan
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an analisis kebijakan berorientasi pada pengetahuan dalam perumusan
(knowledge in policy making). Atau dengan klasifi-kasi Johnson (1986)
litian kebijakan ialah pengetahuan deskriptif (descriptive knowledge)
sifat obyektif, sedangkan output analisis kebijakan ialah pengetahuan

erskriptif (prescriptive knowledge) yang bersifat normatif tentang kebijakan publik.

Gabungt
disebut 1

Tabel 1. Perbandingan karakteristik analisis dan penclitian kebijakan

an dari ilmu penget.
Jmu kebijakan (policy serence).

;\S]"L‘k

Penelitinn kebijakan

Analisis kebijakan

1. Obyek

Kebijakan publik

Kebijakan publik

| ———
2 Motivasi

Paduan kebutuhan klien dan
peneliti

I{ebutuhan spesifik klien

mam a/Qutput

Deskripsi kebijakan

Preskripsi kebijakan

4. Khen

Semua peminat kebijakan dan
disiplin terkait

Peminat kebijakan spesifik
individu atau kelompok

5. Metode/prosedur

Metode ilmiah formal

Sintesa teori, hasil penelitian
dan informasi terkait

. Bahan

Data asli (mentah)

Data olahan + mentah

7. Waktu

Jadwal "deadlines" longgar,
tergantung munculnya issu

"Deadling’ ketat, tergantung
titik waktu keputusan
spesifik.

8. Penyajan

Menurut standar teknis
publikasi ilmiah

Praktis, mudah dipahami
klien dengan cepat dan tuntas

9. Disseminasi

Publikasi terbuka bagi semua
pihak, tidak langsung kepada
klien

Disampaikan langsung
kepada klien

10. Kelemahan
umum

Seringkali hasilnya sulit
diterjemahkan ke dalam
"bahasa" pengambil kebijakan
dan tidak ada hubungan
langsung peneliti-pengguna

Ada hubungan langsung
peneliti-pengambil kebijakan,
hasilnya sesuai kebutuhan
pengguna.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Bidang Cakupan

ahuan "tentang" dan "dalam" perumusan kebijakan ini

Kebijakan pembangunan pertanian ialah keputusan dan tindakan pemerintah

untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan dan mengatur pembangunan
pertanian guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pemba-
ngunan pertanian haruslah dipandang dalam konteks pembangunan nasional yang
twuannya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan saja tetapi
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, kebijakan pembangunan perta-
nan termasuk dalam kategori kebijakan publik, dilakukan oleh pemerintah dan
berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak.

Dalam perckonomian modern, seperti perekonomian Indonesia saat ini,
fragaan sektor-sektor ekonomi saling mempengaruhi dan keragaan per-ekonomian
’alam negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian inter-nasional. Oleh
Eamna itu, berbagai kebijakan yang dibuat pada sektor non-pertanian berpen_garuh
yﬁta t,erhadap keragaan pembangunan pertanian, dan demikian pula sebahknye}.
ja?c;?il cOntOh,'kcbijakan perkreditan dan kurs mata vang yang merupakan kebl-.
DErtamnonetver ;glas sangat berpengaruh terhadap keragaan pembangunan :s.ek'to1
Dﬂ‘mbanan- Kebijakan investasi industri perkapalan, yang merupakan kebijakan

unan sektor industri, yang sangat berpengaruh terhadap keragaan sektor

49

Dipindai dengan CamScanner



Prosiding Seminar dan Ekspose Teknologi Hasil Pen

i e -
pertanian, sementara kebijakan ]mu,.
at berpengaruh tet

pertanian, jelas sang: o ustri.
pula keragaan pembangunan sektor indus

' dak dapat dib
pembangunan pertaniin tidak d.l[).l? (h].. !
pun secara jenjang org ast pemermtahan.

Dasar dehineast yang le
m dan kel

anis

anguni qkan:
pembangunan pet _ y
dapat dikatakan pahwa semua keputusan ¢
berpengaruh nyata terhadap

fungsional v Y
i kebijakan pembang

masuk dalam kategor
kurs mata uang, dan b
maupun jaringan telekomunikasi term
mian. Jelaslah, cakupan keby
dapat dikelompokkan ke dal
tanian: inovasi input, investasi d

industri (Tabel 2).

pkajian prire Jawa Timur

a pupuk,

hadap kerag u
Dengan demiki

Wasi berdasar

bih tepat dalam
autan ialah pendekat
lan tindakan pe

keragaan pe

ahkan pembangunan )
asuk dalam

akan pembangunan per

am tujuh bidang atau .
an modal kerja, insentif, infr

yang merupakan kebijakan sel
nonan industri pupuk, yang berarl?
an, cakupan kebija), |
kan delineasi sektora) mait:

ansi Pembuat Kebijakan Pertanian

Tabel 2. Bidang, Generik dan Inst
F . . Departemen/Lembaga
Bidang Generik/Instrumen berwenang
1. Innovasi 1. Peneclitian dan Deptan, LIPI, Menristek,
teknologi pengembangan teknologi | Pemda

2. Penyuluhan Deptan, Pemda
3. Pendidikan Depdiknas, Deptan

2. Input 1. Penataan sistem Deperindag

penyediaan input
2. Pengendalian harga
input (subsidi, pajak)

Depkeu, Deperindag, Pemda

3. Investasidan | 1. Pengembangan lembaga

BI, Depkeu

2. Pajak (PPN, pajak
ekspor/impor, cukai)

modal keuangan pertanian

2. Penyediaan kredit BI, Depkeu, Pemda
investasi dan modal kerja

3. Pengendalian suku BI, Depkeu
bunga

4, Promosi dan pengaturan | BKPM, Pemda
investasi

4. Insentif 1. Dukungan harga output Menko Ekuin

Mekeu, Pemda

2. Pengembangan sistem
kemitraan usaha
Pengembangan hukum
dan peraturan

1. [.lsensi penangkapan
ikan

pengelolaan
sumberdaya) | 4

-~

3. Retribusi Pemda
_ 4. Regulasi perdagangan Deperindag
5. Infrastruktur | 1. Pembangunan irigasi Depkimpraswil, Pemda
2. Transportasi dan Dephubtel ' ‘
telekomunikasi
3. Kelistrikan
- - : Deptamben
f Int,mu.sn (tey 1. Pengembangan Pemda, Deplutk
masuk kelompok/organisasi D
aturan 2

Pemda, Deplutkan

Deptan, DPR, Pemda, DPRD

Deptan

. Industyj
ustri 1. I’cngenﬂmng:m

perikanan

Deperindag, Pemdn
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Sudah barang tentu, kebijjakan pembangunan pertanian dapat dipilah
sehingga Jebih spesifik, misalnya menurut sub-sektor (seperti ](Ol)ijﬂ]({;n e?r:baq-
pgunan pmduksi tnnamn.x'l pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dz]:n ata‘u
menurut komoditas (kebijakan perberasan, perunggasan). Hal penting ylang perlu
dicatat ialah bahwa cakupan kebijakan pembangunan pertanian tidak dibatasi oleh
cakupan sektor atau cakupan mandat departemen pemerintahan tetapi fungsi ke-
pijakan] senentukannya. Dengan demikian, cakupan kebijakan pemba-

ah vang 1
pgunan pertanian lebih luas dari cakupan kebijakan sektoral pertanian. Kebijakan
sektoral hany

a'}11ehptlti kebijak‘an yang khusus berkenaan dengan pembangunan
pertﬁnia“- Ixebpakan sekt.oral tidak termasuk kebijakan di luar sektor pertanian
seperti ekonoml makro (m.lsalnya kurs, suku bunga perbankan), kebijakan industri,
pembanguﬂan transportasi, kelistrikan, dan sebagainya.
Proses Pembuatan

Kebijaksanaan pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari
kebijakan pembangunan nasional. Dalam tatanan kenegaraan Indonesia, kebijakan
pembangunan nasional dirancang secara bertahap. Sebagai suatu negara yang
demokratis, landasan konstitusional dan operasional pembangun-an nasional
ditetapkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya pada Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Landasan operasional ditetapkan MPR dalam Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) untuk masa lima tahun. Rencana dan pelaksanaan
pembangunan nasional selanjutnya dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh
presiden yang dibantu oleh para menterl pemimpin departemen pemerintahan.
Rencana pembangunan nasional disusun secara integratif dalam Program Pemba-
ngunan Nasional (PROPENAS) untuk masa lima tahun. PROPENAS selanjutnya
dirinci dalam rencana strategis (RENSTRA) pembangunan sektoral, termasuk
rencana pembangunan pertanian tahunan (REPETA). Dengan demikian, kebijakan
pembangunan pertanian disusun secara hierarkis dan integratif dengan kebijakan
pembangunan sektor-sektor lainnya. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan
oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari mekanisme perumusannya seperti yang diuraikan di atas maka dapatlah

disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian merupakan keputusan
litik (political market place). Di satu sisi,

politik yang dibuat pada arena pasar po
para pembuat kebijakan (eksekutif dan Jegislatif) adalah para politisi rasional yang
selalu berusaha mempertahankan kedudukannya dengan menawarkan kebijakan
dalam rangka meraih dukungan politik dari masyarakat madani (crvil society),
termasuk kelompok lobby-kepentingan dan organisasi massa) secara umum dan
konstituen (golongan) politiknya masing-masing secara khusus. Di sisi lain, masya-
rakat madani melakukan pendekatan dan penckanan agar para pengambil
te{mtusan membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan pribadi dan
t:rﬁmdpcjknya~masmg.ma8ing° Keseimbangan antara permintaan dan penawaran
pem:r?P kebijakan inilah yang akhirnya menentukan sosok kebijakan yang dibuat
et Intah dan atau bersama-sama dengan DPR. Pl'osgs pembuatan kebijakan ini
a dalam domain (lingkup) politik dan tidak berimpit domain analisis kebijakan

(Gambar 1),
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Gambar 1. Domain Politik dan Analisis Kebijakan

Sumber: Eberts and Sismondo (1978),
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Masalah Struktural
Tidak berimpitnya domain anahsis kebijakan de

! ngan dommn :
atan kebijakan) berdampak besar terhadap ot o

bu pekeriag )
pembU - 1 S n TR ; b JAan mavpun pekeria
analisis kebijakan. Pertama, "senjang informasi Gnformation aap)” '"V‘h‘:]'q » }J
L gt H by

jakan tidak m.omiliki nksm;. ff.'ih"lld"m mformasi yany lengkap tentang faktor-faktor
po]jtik determinan ‘t]“'dl.\;f \(f-“["-.: u‘\-lr\'.I-.uvn.wnl:u':t anahsis kebyakan yang dibuatnya
harus Jugad mcmpt‘l 1atikan laktor-aktor l)llhllk lursvhyt.()lvln karena itu, analisis
kebijakan brasanya (.hlm:\t dalam berbagai "'“‘Crfl:lnf skenario politik-ckanomi
sehmgga skala P""l““?‘“m C(‘"dt‘.l'llllg l_llf‘nllws:{r. Kedua, "senjang kinerja Cwork-
erformance g;')p‘) . rekomendasi :muhs}s kebijaksanaan jarang identik dengan
Lebijakan yang diputukan para po.l."ngaml):l keput.us:m, schingga hasil karya analisis
Lkebyakan seolah tak bermanfaat™ dan cm.lerung diremehkan para kaum "awam",
Hal milah salah satu alasqn kenapa sering ada anggapan bahwa "Unit Kerja
Analisis kebijakan" tidak dlpcrluklgn. Ketiga, "s.en_!ang ideologi (ideological gap)",
i;referensi atau landasan idiil kebuak'an yang dnm'nqta pell?‘buat kebij.akan untuk
dirancang ber-tentangan dengan hatl-m_u'am analisis 'kf:buakan sehingga dapat
menimbulkan ketegangan hubungan. l_{erja antara analisis dengan pembuat kebi-
vang nota-bene atasannya sendiri. .
}\Iagalah di atas merupakan fenomena struktural dalgm arti merupakan
si dari sifat intrinsik dari tatanan kelembagaan at.au infrastruktur sistem
hingga haruslah dipandang sebagai kendala yang mesti
t diatasi apabila semua pihak, khususnya analis,
(pimpinan departemen) sama-sama

jakan

imphka :
kebijakan pertanian se
dihadapi. Kendala ini hanya dapz}' intasi:

<an langsungnya dan klien analisis kebjakan cparteme
;tea;i;]darigdan berusaha untuk mengatasinya. Kendala information gap dapat

diperlonggar apabila klien (pimpinan departemen) proaktif men_1berikap irlformﬁl
tentang konstruksi dasar dan konteks kebijakan yang perlu.bdlgferhatllf:z.mdar:]ag ;1
Impi -mati integritas pribadi analsis de
Pimpinan departemen harus pula menghox%na grits sis :
tldaII: memakpsakan kehendak antar kepentingan pribadinya yang secall;{ 14@9:?12;;9
tidak sesuai dengan anutan analisis yang nota bene l?a“'/ah'an dmasrll-yl;q. (1 ?]?1 i;mn,
anzlispun harus menyadari hasil kerjanya tidak mesti diterima oleh klien (pimp

departemen). _ _ e o
T Barangkali, cara terbaik untuk mengurangi masalah senjang struktural 1

ikasi -a kli imping an analisis
ialah dengan memperpendek jarak komunikasi antara klien (pimpinan) dan ang

; i -a organistoris ditem-
kebijakan, Kelompok/Unit Analisis Kebijakan mestinya sec{z'ua I(il'fblfi]xlsgtm;nsa]nva.
patkan langsung di bawah klien (pimpinan). Untuk Badan Litbang, b

i bawah koordinasi
Kelompok/Unit Analisis Kebijakan mestinya langsung l-JCl‘adfl] dl bc;:l;t;]}i?ﬁiﬁiglél
Pimpinan Kepala Badan. Pembentukan Kelompold/Unit {\na lsSlS)erl)e‘-‘.z‘l ok
Instansi eselon yang lebih rendah (Puslitbang) akan semakin 1):1L‘111‘1[1b‘m ;ukim -
senjang struktural ini. Disamping itu, pemisahan ‘nu.:n.ur}xt l. ll&r] ‘-,-:nlmn i
Persulit analisis kebijakan yang komprehensif multi disiplin yang merups ”
mutlak bagi suatu analisis lkehijakan yang baik.

DASAR-DASAR ANALISIS KEBI JAKAN

Paradigma Ekonomi-Politik

' o adale an politik-
lelah dikemukakan bahwa kebijakan pertaman adalah keputusan p
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ckonomi. Oleh karena itu, analisis kebijakan pembangunan pertanian mestilah dila.
kukan berdasarkan "paradigma ckonomi-politik”. Bcrbeda. dc.nga_n paradigm,,
"ekonomi positif’ yang menganggap bahwa l(chijnlmfl pul)hk- dlbu?t'oleh Peme.
rintahan "ratu adil abdi nusa dan bangsa® yang senantiasa bcrtmdak. jujur, adil dg),
bekerja keras untuk kejayaan rakyat, bangsa dan negara, paradlgma ekonom;.
politik beranggapan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pcmermta'han yang cop-
derung mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya (selfinterest orjen;.
tation). Kebijakan publlik merupakan salah satu instrumen untuk meraih dap
mempertahankan kekuasaan politik. Dengan demikian, berbeda dengan paradigm,
ckonomi positif yang menganggap bahwa kebijakan publik bersifat "eksogen”, dibuat
bebas dari motif kepentingan pribadi/kelompok, paradigma ekonomi politik meng-
anggap bahwa kebijakan bersifat "endogen", ditentukan oleh motif meraih kepen-
tingan pribadi/kelompok (Gambar 2).

Pada paradigma ekonomi positif, paket kebijakan pertanian dipilih sede-
mikian rupa dengan tujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan sosial seluruh
rakyat. Berdasarkan Gambar 2, secara konseptual paket kebijaksanaan pertanian
(X) dirancang dengan teknik optimalisasi berikut:

Optimalkan MX=M+ A  M(@Q,XM,T|A) (D
dengan syarat: Q = QM X,F,S|E) 2)

Keterangan: lihat Gambar 2.

Dalam perspektif ekonomi positif, lingkungan politik sama sekali tidak relevan
dalam perumusan kebijakan pertanian. Para pengambil keputusan bersatu dalam
organisasi pemerintahan yang adil, bekerja keras dan bebas dari kepentingan pribadi dan
kelompok. Pandangan ini jelas jauh dari realita sehingga tidak dapat dipakai sebagai
landasan pemikiran untuk analisis kebijakan pertanian.

Pada paradigma ekonomi politik, paket kebijakan dibuat pada tatanan pasar politik
(political marketplace) yang berinteraksi langsung dengan tatanan pasar ekonomi
(economic market-place) dalam satu sistem dinamis tertutup (Gambar-2). Kebijakan
pertanian dipilih untuk mengotimalkan tujuan politik. Secara konseptual, paket kebijakan
ditetapkan melalui teknik optimalisasi berikut:

Optimalkan PX=P(M,XI|B) (3)

dengan syarat: Q=QM,X,F.S|E)
AM=A MQXMT|A)
M=M+AM

Paradigma ekonomi politik merupakan cerminan realita pembuatan kebijakan

publik sehingga cocok dijadikan landasan analisis kebijakan pembangunan perta’
nian.
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Tahapan perumusan issu kebijakan dapat dibagi menjadi tiga kegiaty
n

sekunsial (Gambar 4): .
1. Identifikasi issu (issue identification)

Penctapan prioritas (priority setting)

9
3. Definisi issu (issue definition)
1. Spesifikasi issu (issue specification)
5. Penginderaan masalah (problem sensing)
PENETAPAN
PRIORITAS
AGENDA
KEBIJAKAN
ISSU
KEBIJAKAN
PRIORITAS
SITUASI
PROBLEMATIK
ANATOMI
PENGINDERAAN PERM
MASALAH ASALAHAN

KERANGKA
KEBIJAKAN

Gamba ’roses Per
ar 4. Proses Perumusan Issu Kebijakan
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¢ analisis kebijakan ialah suatu situasi problematik. Sebagai langkah
qwal analisis, identifikasi issu adalah proses yang di]alcukan‘ untuk menel.z'lukan
;;asalah-masalah yang 1'0].0\{{111 untltfk diatasi dengap tindakan l{gbljal(an.
Kebutuhan akan identifikasi issu kebijakan muncul dari: perubahan klien ata_u
kebutuhan akan kebijakan bary, munculnya masalah baru dan adanya' alternatif
pcmccalmn masalah. Secara umum issu kebijakan dapat diperoleh melalui:

1. Sumber institusional (org:misntors)

9. Monitoring keragaan empiris

3. Monitoring media-massa

4. Kajian khusus
Penetapan prioritas merupakan kegiatan untuk memilih issu kebijakan yang

orlu dan dapat diatasi dengan tindakan kebijakan. Penctapan prioritas dapat
dilakukan dengan dua pendekatan: subyektif dan rasional. Pendekatan subyektif
didasarkan pada penilaian subyektif baik oleh klien, analis atau paduan keduanya.
Pendekatan rasional dilakukan berdasarkan kriteria dan proses keputusan yang
obyektif dan logis. Salah satu teknik sederhana untuk menyeleksi alternatif issu

ialah matriks kebijakan (Tabel 3).
Tabel 3. Matrik prioritas dengan skor dan kriteria tertimbang

Skor tertimbang

Kriteria Bobot Skor tiap opsi
A B C

Obyel

Konteks
Waktu untuk analisis
Kandungan politik
Fleksibilitas
Kesesuaian mandat

bl adl S i

Ciri internal
Alternatif instrumen
Konsensus mengenai issu dan instrumen
Kompleksitas
Kepastian
Kandungan nilai subyektif

—
!—1

w1

Perkiraan dampak
Skala konsekuensi kebijkaan
Jumlah penduduk kena dampak
Signifikansi kelompok sasaran
Signifikansi dampak terhadap kelompok
Dampak eksternalitas
Dampak terhadap fleksibilitas institusi

OO A W LD e
ol ol LN ol = |
=

<

Ongkos implementasi dan analisis
Keringan ongkos implementasi
Peningkatan anggaran
Beban komitmen sumberdaya
Biaya analisis
Nilai tamhah analisis

T'otul skor
Sumber: Hogwood and Guner (1988)

N N

o«

Sebab-glfgmtm 155U ia]i.lh_ kegiatar} yang dilqkukan untuk menguraikan hubungan
Permasala}? mengenai 1ssu kebllﬂkar{ schingga dapat diketahui substansi akar
Kegiatun | ar:i utama. Dari kegiatan ini akan diperoleh anatomi permasalahan.
kaitan ata\rlu agalt dilakukan t.lenga'n' mem.buat kerangka teoritis hubungan keter-
D mode rlefl)resentam tEOI‘l.tIS dari permasalahan yang hendak dianalisis

model teoritis ini akan dapat diketahui simpul-simpul strategis dan alternatjf.'
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Prakiraan Masa Depan e
. ebijakan
Prakiraan masa depan adalah tahapan proses analisis j yang

- ik di hingga dapat
- Londisi issu problematik dimasa depan sehingg: pa
N eiads tan, indakan kebijakan dan apabila dilakukan

heberapa skenario opsi kebijakan. Tahapan ini sangatlah penting agar analisig

Lohiakan sesuai dengan kondisi dinamis menurut perubahan v&.raktu. Keg1a.tan ,m
' gai metode prakiraan atau simulasi

dimaksudkan
diketahui apa vang akan terjadi tanpa t

danat dilakukan dengan mempergunakan berba
skenario kebyakan.

Analisis Opsi Kebijakan

Tahapan analisis opsi kebijakan adalah tahapan untuk merumuskan dan
mengevaluasi kelayakan opsi kebijakan. Langkah kunci pada tahapan ini ialah
menetapkan tujuan, kendala dan kriteria keragaan yang menjadi acuan utama
evalusi opsi kebijakan. Secara umum, kriteria utama meliputi lima bidang yaitu:

1. Kelayakan teknis (technical feasibility)

2. Kelayakan ekonomi (economic feasibility)
3. Kelayakan sosial (social feasibility)
4. Kelayakan lingkungan (environmental feasibility)
5. Kelayakan administratif (administrative feasibility)
6. Kelayakan hukum (Jegal feasibility)
Kelayakan politis (political feasibility)

Tahapan analisis opsi kebijakan dapat dibagi menjadi lima kegiatan (Winner
and Vining, 1989):
1. Penetapan tujuan dan kendala
2. Pemilihan kriteria evaluasj
3. Spesifikasi opsi kebijakan
:l. I‘:'.'aluusl perkiraan setiap opsi kebijakan
5. Presentasi rekomendasi

Komunikasi Opgj Kebijakan
Komunikas
@st adalah peny; ' 151
- ki Yampalan analis 1) .
Tingkat sofistikasi analigis dan f .' an-analisis opsi kebijakan kepada Klier
menentukan efektifitag k(‘Jlll] ? armat presentasi analisis opsi kebijakan sanga!
JBEE tingies s un]1 ;qm. Analisis opsi kebijakan hendaklah disesuaika®
Kl jolag ponyrrEL2 an khen tentang jggy kebijakan, Tingkat pengetahua®
Ko Jelas bervaria lénurut orangnya. Nap, 5 . ] omiliki t
esamaan ciri (Winne un, secara umum klien memiliki t182
1. ] :
Ingin berperan dalam Perumusan
e

rand Vining, 1989):
terhibat dalam analjgjg bijakan namun tidak ing"
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ontina
'tﬁ"g .S('H”f
prosi

o Mereka sibuk dan menghadapi jadwal ketat

5' Hati-hati terhadap usulan analis,

Dengan karakteristik yang demikian maka komunikasi o si kebii
jaklah dilakukan sccara interaktif, analisis harus lllcmbuknp : ebijakan

aklé : R . Ny kese
heﬂk unikasi Jangsung d'ong.m 1\]101\.. Komunikasi langsung sangat pentin ’('mpata.n
berk® L M encegah senjang komunikasi klien-analisis B untuk:

N l\|cningkntk:m kredibilitas analisis

Oleh karend itu, secara organisatoris, Tim Analisis Kebijakan sebaikn
angsung di pawah subordirnasi klien. ya
gngs t
ydvokas Kebijakan
\dvokasi kebijakan adalah tahapan untuk-memperoleh dukungan semua
vkait baik dalam institusi internal, antar departemen, masyarakat umum
3an lembaga legislfltlf. z\d\foltaSI kel'n:]akan merupakan kunci untuk mendapatkan
]gg'timasi biro}u-atls. sosial dan POlltlk. agar sua.ttll usulan paket kebijakan dapat
dump]emenmsxkan. Dalam .kaltan ini, analisis kebijakan memiliki tugas
memberikan strategi advokasi yang tepat kepada klien. Analisis kebijakan dapat

pula berperan aktif dalam pelaksanaan proses advokasi.

Monitoring Implementasi Kebijakan

Monitoring kebijakan jalah kegiatan untuk mengamati pelaksanaan opera-
ket kebijakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah paket
sungguh dilaksanakan sesuai dengan rancangan hambatan yang

hambatan tersebut. Monitoring implementasi
an paket ke-

pﬂ‘.ﬂk w

sional pa
kebyjakan sungguh-
dthadapi dan usulan untulk mengatasi
berfungsi untuk mengatasi masalah manajemen dalam pelaksana

byakan.

Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan termasuk bagian tugas dari Tim
Analisis Kebijakan. Evaluasi dampak berguna dalam rangka memperbaiki paket
kebijakan sehingga lebih berhasil-guna dan berdaya-guna. Dengan demikian, kese-
luruhan tahapana analisis kebijakan mulai dari perolehan masalah hingga evaluasi
pElaLiSEH'laan merupakan suatu kesatuan siklus tertutup yang dinamis.
be rfun?:'samping untgk perbaikan paket kebijakan, kegiatan evaluasi dam.pfll{ ju_ga
;m]mib:‘ [‘j“tllk menciptakan qlekanisme pertanggung jawaban (accountability) Tim
i dd‘fdd] ) n;_uk itu, 'I'un' Analisis Kebijal(a.n mestl.lah ”be.rsxfaft‘ ggn_sp_mg%", ?almg
akan mm:’ ,l?gku?gan mtc;rnal terbatas (lingkup 1ns§ansﬂ. Tim Analisis Ixeb'uakan
galay namr:l%}];]g malu" bila paket kebijakan, yang diusulkannya mgngalanu kegq'
iekan yang D e _ian merasa bangga atau memperoleh penghargaan blla. paket kebi-

Yang diusulkannya herhasil. Dengan begitu, Tim Analisis Kebijakan akan

b-'.],
g ;(:I‘Ja d(.‘n'n
dn g e ) .
Ban sungguh-sungguh dalam rangka mempertahankan reputasinya.
>uan intuitif dan

alam melaku-
n Analisis
al, yang
akukan

Manfant 1o
p&maha:,zf;:',},tm?’;\""]{1’.5_ evaluasi dampal ialah untulk kemamj

" kegiaan, ev'ﬂ“"l f:%ls mengenai masalah kebijakan. Pengalaman d' :
Lne“fa’enai fal:tm»f ]l:dm dampak akan meningkatkan pengetahuan T'ix
tﬁr T juga menia lu"' penyebab kenapa suatu kebijakan berhasil atau gag
l:fgas Dol{Oknya Ir(lg {fltkan kemampuan profesional Tim Analisis dalam n}el
“MWahang per; b eglatan evaluasi atas kebijakan yang dirancang sendiri merupa-

\berdayaan berkelanjutan bagi Tim Analisis Kebijakan.

6]
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Analisis Kelanjutan Kebyakan

Analisis kelangutan kebyakan adalah analisis tentang apakah suatu kebijaky,,
vang sudah dumplementasikan sebatknya dilanjutkan atau dihnnhk:m saja, A.ltlﬂliﬂig
kelanjutan merupakan tahapan akhir dari satu siklus proses Hl]:l]l'.‘l;l.‘-l kebijakan,
Bahan utama kegiatan ini ialah hasil prakiraan tentang issu kebijakan setelyy,
kebyakan dumplementasikan.

Pengembangan kapasitas institusi
Sumberdava Manusia

Dengan karakteristik seperti diuraikan di atas maka dapatlah dikatakan
bahwa anahsis kebyakan merupakan paduan berimbang dari ilmu pengetahy

(sencd), ketrampilan (craf®, dan seni (arf). Analisis kebijakan dapat diibarat-kan

scbagal melukis artistik yang membutuhkan visi, ketrampilan menggunakan kuag

dan kanvas serta perspektif estetis (Wildavsky, 1979; Weiner and Vining, 1989),

Oleh karena itu seorang analis kebijakan yang baik mestilah seorang ilmuan yang

wvisioner, cekatan, supel. Untuk itu seorang analis kebijakan haruslah memiliki

persvaratan kemampuan berikut (Weiner and Vining, 1989):

1. Mampu mengumpulkan, mengorganisir dan mengkomunikasikan
informasi dalam situasi jadwal yang sangat ketat dan akses terhadp
pihak-pihak terkait yang sangat terbatas. Untuk itu analis kebijakan
haruslah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dan pergaulan
vang luas. '
Memiliki visi dan kemampuan untuk merumuskan masalah-masalah
publik dalam konteks yang realistis. Untuk itu analisis kebijakan
haruslah memiliki pengetahuan yang luas dan pemikiran visioner.

3. Memiliki kemampuan teknis yang memungkinkan dapat menduga dan
mengevaluasi dampak opsi kebijakan dengan lebih tepat dan lebih
meyakinkan. Untuk itu analis kebijkaan haruslah menguasai ilmu
ekonomi, politik, statistik dan teknis pada aspek terkait.

4. Memahami perilaku politik dan organisasi pihak-pihak terkait dengan

kebijakan yang sangat perlu dalam menduga dan mempengaruhi

kelayakan adopsi dan keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk
itu, analis haruslah memiliki pengetahuan memadai terutama sistem
politik, ketatanegaraan dan birokrasi publik.

Memahami pola pikir dan pola tindak klien, koalisinya dan potensi

opposannya yang sangat perlu agar analisis kebijakan sesuai dengan

preferensi klien,

6. Mf:mjlllci pegangan etis khususnya mengenai hubungannya dengan
klien analisis kebijakan.

Dar% persyaratan dll atas jelaslah bahwa seorang analis kebijakan haruslah
menguasal Umu multi-disiplin

bi : dimiliki yang luas dan berpengalaman. Persyaratan ini
aran sh seorane ilmunm  cnl: . ) -
lasanya Jarang dimiliki  olch seorang ilmuan, sehingga analisis kebijakan akan
lebih baik dilakukan oleh satu tim deng;
tl

| Iai it « an ilmuan berpengalaman multi-disiplin:
Dengan perkataan lain, analisis kebijalan sehatknya dilakukan secara l(oluhumuf-

Oleh karena itu Pembf-‘f‘ltu'ka_n Kelompol/Tim Analisis Kebijakan secara komparte”
mental, berdasarkan disiplin ilmu atau komoditas misalnya, jelas kurang tepat.

o

o
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Struktur Organisasi

Setidaknya dua hal penting yang perlu dipertimbang
Tim/Kelompok Analisis Kebijakan: ’
1 v : aliada B
1. ’I?mlltclompol\ Analisis kebijakan bersifat multidisiplin
2. Tim/Kelompok :
kliennya.

] l\edu:'; hali atas (.i"m:“ ,‘“l’“‘“'hi bilamana Tim/Kelompok Analisis Kebijakan

dibentuk dalam hlm u.mt. kera yang langsung berada di bawah pejabat pembuat
kebyjakan yang menjadi khennya,

kan dalam pembentukan

Anahsis kebijakan dapat berinteraksi Inngsung dengan

Etika Kerja

Pada umumnya kebijakan  publik, termasuk kebijakan pembangunan
pertanian bersifat strategis dalam arti menimbulkan dampak besar terhadap
kesejahteraan ekonomi orang banyak, kondisi sosial dan keuangan negara sehingga
mengandung  dimensi politik yang strategis pula. Dengan sifat yang demikian,
kebijakan publik sangat rentan terhadap penyalahgunaan untuk kepentingan ekonomi
polink pejabat atau kelompok pembuat kebijakan publik tersebut. Hal i dapat
menimbulkan ketegangan hubungan antara pejabat pembuat kebijakan dan analis perumus
ops1 kebpjakan tersebut. Di satu sisi, analis kebijakan merupakan bawahan kedinasan, yang
herarti harus "loyal" terhadap atasan, dan pejabat pembuat kebijakan. Di sisi lain, analis
kebjakan adalah aparatur negara yang harus mendahulukan kepentingan negara atau
kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri ataupun kepentingan atasannya.
Dzlam posisi dilematis demikian, seorang analis kebijakan haruslah senantiasa memper
tzhankan integritasnya yaitu setia kepada misi institusi negara dan bukan kepada pribadi
pejabat pimpinan institusi.

Seorang pejabat pimpinan yang bijaksana dan profesional haruslah senantiasa
menghormati integritas analisis yang menjadi bawahannya. Walaupun bawahannya, secara
etis, pejabat pimpinan tidak boleh memaksa analisis kebijakan berbohong, memanipulasi
atau menutupnutupi informasi dalam rangka menjustifikasi kebijakan guna mendahulukan
kepentingan pribadi atau kelompok pejabat pembuat kebijakan tersebut. Tugas analis
kebijakan ialah memberikan informasi yang obyektif dan lengkap kepada pimpinannya.
Baranglaly, kutipan arahan Don Paarcbeng, scorang pejabat tingg pada posisi politis di
Departemen Pertanian Amerika Serikat kepada bawahannya dapat dijadikan sebagai
objective analysis, whatever the outcome. Never let me
ateh you trying to second guess what your LIJ:?:/: [ want the answer to be. 1{-‘m_r policy
decssion does not appear completely consistent with your research outcome, that 1s because |

‘ . g " wrlor fi I " Oao. 1
had to combine your research results with other considerations' (Lee, 1991 p.1019).

Penyuluhan Kebijakan

Tugas pokok pengawil neger d
Masyarakat banyak. Salah satu cara yang
lalah memberdayalan  masyaralat sehingpa
terbaik untuk kepentingan masing masing. Pendekatan pemberdayaan yang paling efektif
angat jelas dan dapat dipahami konsekuensi dart setiap

teladan: " Give me your best and most

an instansi pemerimtaly ialah melayam kepentingan
paling efektif untuk mewwudkan must tersebut
mereka mampu menctapkan keputusan

Tﬂah transparansi yaitu membuat ¢
tehijakan pemerintah (Lee, 1994). Dengan demilaan, penyuluhan publik, yaitu membuat
kebijakan pemerintah transparan, termasul dalan Iingkup tugas dart analis kebijakan dan

lembaga pemerintah.
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] ks i, advokast atau pembelaan terhadap m";h;--]“]:hlw]gl;] publij
"y onteks my, advoRas ‘ 3 C g ) . kebnaka on .
D.]‘.I.\Im < e analis kebijakan. Seperti halnya pembunt k bijakan dien agy,
bukanlah lingkup tugas : ' 1 Sum pun berhak untuk mengetahui dengan jelag dan
ak: asyarakat un . | : | .
wimra e oy, llI i kuenst kebiakan yang dibuat pemerintah. Untuk ity, analiy
< Y ‘ \ . K (‘ -‘ 1 n . Y o
b elskemnokan ] atau penerangan kebijakan kepada masyarakyy
kebnakan wanb melaksanakan penyuluhan atau !
umumn.
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